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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Ditetapkannya hukum cambuk sebagai salah satu jenis sanksi tindak pidana islam yang dimuat
dalam Qanun Jinayat merupakan sebuah upaya Pemerintah Aceh dalam menjalankan otonomi
daerahnya yang berbasis syari’at islam semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 44
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh oleh
Pemerintah Pusat. Namun, dalam penerapannya, Qanun Jinayat yang menggunakan sanksi
hukuman cambuk belum mencerminkan adanya konsep hak asasi manusia dan bertentangan
dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Yang mencakup prinsip keadilan, prinsip
kemartabatan dan prinsip kemanusiaan, keberadaan hal tersebut dimiliki oleh setiap inividu
dan tidak dapat dikurangi.

2. Hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh mendatangkan penderitaan secara fisik maupun
psikis bagi terdakwa. Sehingga hukuman cambuk dikategorikan sebagai penghukuman yang
sifatnya menyiksa karena apabila makna penderitaan yang hebat dapat digolongkan menjadi
dua golongan yakni fisik dan psikis maka hukuman cambuk termasuk kedalam salah satu
golongan tersebut. Selain itu hukuman cambuk telah secara jelas mencoreng martabat seorang
individu, dimana seharusnya martabat seseorang termasuk kedalam hal yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable right). Dan dalam aspek lainnya, hukum
cambuk secara substansif tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan
Merendahkan Martabat (Convention Against Torture and Othe Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CAT)); Deklarasi Universal HAM (DUHAM); Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4.2 Saran
Guna meningkatkan standar kualitas produk hukum yang lebih baik bagi Indonesia, peneliti
memiliki berbagai saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, antara lain:

1. Sebelum menyusun suatu produk hukum yang baru seharusnya pemerintah dapat
memperhatikan beberapa aspek-aspek peraturan yang dibuatnya, apakah peraturan tersebut
nantinya memiliki potensi melanggar hak asasi manusia atau tidak. Selain itu, agar peraturan
yang dibuat memiliki kualitas fungsi keberlakuan hukum yang baik sekalipun peraturan
tersebut hanya berbasis peraturan daerah akan tetapi haruslah mencerminkan tanggungjawab
akan pemenuhan hak asasi setiap warganya, memiliki nilai-nilai pancasila, dan pastinya tidak
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini penting diperhatikan sebagai upaya
dalam perwujudan akan pemerintahan yang baik.

2. Mahkamah Agung selaku badan yang berhak menguji peraturan setingkat Perda, diharapkan
agar dapat mengkaji ulang ketentuan dalam Qanun Jinayat terhadap Undang-Undang Hak
Asasi Manusia terutama pada beberapa pasal yang masih syarat akan interpretasi ganda.
Terutama pada bagian bab pelecehan seksual dan pemerkosaan supaya diperhatikan lagi aspek
perlindungan pada korban.
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3. Setelah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain
Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat kedalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1998. Pemerintah juga diharapkan secepatnya untuk meratifikasi Protokol Opsional
Konvensi Anti Penyiksaan (Optional Protocol Convention Against Torture yang kemudian
disingkat menjadi OPCAT). Ratifikasi protokol opsional ini berguna agar Indonesia dapat
meminimalisir terjadinya praktik-pratik penyiksaan dan tindakan yang tidak manusiawi atau
bahkan dapat merendahkan kemartabatan manusia.

4. Pemerintah Aceh disarankan dalam penentuan jenis penghukuman yang ada didalam Qanun
Jinayat dengan melibatkan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Penggiat atau
Aktivis HAM, Penegak Hukum, Pakar Tata Negara, Pakar Hukum Pidana, Tokoh Agama
Lain. Sehingga didapatkan alternatif penghukuman selain hukuman cambuk.
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